—Pondohuluan

oleh perasahaan-perusahaan asing?

Perhatian terhadap hukum kontrak internasional
di tanah air belakangan ini semakin berkembang.
Perhatian ini khususnya terangkat ketika pemerintah
RI berupaya untuk merenegosiasi harga kontrak
perjualan LNG Tangguh dengan China’ Contoh
lainnya adalah upaya DPR untuk ikut serta memberi
persetujuan pada aplikasi eksplorasi dan eksploitasi
sumber fé.afre alam khususnya minyak bumi {migas}

Dua condoh di atas berkaitan langsung am%m‘»
kontrak internasional. Penjualan LNG dan
persetujuan eksplorasi r%zz cmnimrﬁsz migas

tertuang dalam kontrak, Contoh di atas be
%z.?zmxwx }U‘%‘m( al kontrak internasional }

menjadi sengheta di pengadilan setiap saat dita
air atau pun d hzar negeri.

’%’effmmbamgaﬁ kontrak internasional sedikit
banyak dipengarubi oleh dua faktor berikut, Perfama,
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meningkainya interdependensi negara-negara
‘dan bisnis di dunia. Interdependensi satu negara
atau satu bisnis terhadap sumber alam, komoditi,

- software, keahlian, atau modal mengakibatkan

 dilangsungkannya transaksi-transaksi tersebut yang

dituangkan atau dlformaﬂ(an ke dalam: dokumen

“kontrak di antara para pihak. _

Kedun, per kembangan teknologi komumkam
khususnya teknologi informasi. Perkembangan pesat
tekonologi komunikasi khususnya sewaktu internet
diciptakan, t transaksi dagang menjadi semakin pesat.
Batas wilayah dan ]arak tidak lagi menjadi kendala.
Teknologi informasi memungkinkan percepatan
transaksi; bahkan teknologi informasi melahirkan
rejim hukum kontrak baru, yairu rejim electronic
comierce atau e-commerce dan electronic contract atau
e-contract,

B. Hukum Kontral Internasional

Konirak internasional sebagai bentuk formal
transaksi dagang di dalam era global memainkan
peran yang semakin penting. Transaksi melalui
kontrak internasional tunduk pada rejim hukumnya
yaitu hukum kontrak internasional.

Definisi yang telah diterima umum (di dunia)
mengenai Kontrak internasional infernasional
adalah kontrak nasional yang ada unsur asing.?
Atau, hukum kontrak internasional adalah hukum
yang mengatur kontrak nasional yang ada unsur
asingnya.

Arti penting hukum konirak internasional
telah:lama-disadari oleh-masyarakat internasional,
termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa. Latar
belakang lahirnya perhatian ini adalah karena
adanya ancka-ragam sistem hukum kontrak
nasional di dunia. Banyaknya hukumnasional yang
macam-macam kurang atau tidak kondusif bagi
kelancaran transaksi dagang internasional.!

Untuk memastikan agar sistem hukum kontrak
nasional tidak menjadi rintangan bagi transaksi

ini merupakan karya sentral bagi teruptanya-
harmonisasi hukum perdagangan internasional (the

Centre Piece of Infernafmrml Harmonization af dee

Law).b '

Randall dan Noms berpendapatbahwa konven&
ini merupakan suatu produk unifikasi hukum
yang penting artinya di bidang hukum bisnis
internasional. Dari perspekiif ini, tampak ;-"_b'éhwa
konvensiberupaya menciptakan suatu unifikasi di
bidang hukum kontrak internasional (khususnya).
Tujuan ini tidak lain sebagai jalan tengah yang
hendak dicapai negara-negara dalam menghadapi
fakta adanya berbagai sistem hukum (nasional) di
dunia yang masmgmasma memiliki aturan hukum
kontraknya masing-masing. -

Penulis melihat konvensi ini tidak semata—
mata bertujuan mengharmonisasikan aturan-
aturan hukum. Konvensi perlu dilihat secara
lebih luas, yaitu fungsi hukum sebagai instrumen
pembangunan perdagangan internasional. Fungsiini
tampak dalam preambul Konvensi, yaitu ... promote
the development of international trade ...” Jadi tampak
benar bahwa fungsi hukum kontrak internasional
tidak lain adalah pembangunan perdagangan
internasional.” Konvensi memuat aturan-aturan
mengenai ruang lingkup berlakunya konvensi,
pembentukan, dan upaya para pihak dalam hal
pihak lainnya melakukan perbuatan melawan
hulkum. Konvensi ini dengan tegas menyatakan
bahwa para pihak yang tunduk pada Konvensi ini
haruslah mereka yang memiliki tempat usaha yang
berbeda negara (different place of business).

. Flambatan di Indonesia

Dalam era global dewasa ini beberapa hambatan
yang tampak perlu mendapat perhatian adalah:
(1) Hukwm Nasional kita mengenai kontrak atau
perjanjian; (2) Budayva Hukum; (3) Infrastruktur
meliputi sumber daya manusia (SDM) termasuk
standar hilusan dan kualitas pendidikan sarjana

perdagangan internasional, PBB antara lain
teiah melahirkan dan mengesahkan Perjanjian
Iternasional mengenai Jual Beh Barang Internasional
tahun 1980 (LN Comvention on the International Sales of
Geods). budah banyak negara meratifikasi Konvenst
ini. RI belum meratifikasinya.®

Konvensi ini dipandang sangat penting dalam
hukum perdagangan atau kontrak internasional.
Clive M. Schmitthoff menganggap konvensi

hukum di tanah air; dan (4) tantangan pengadilan
nasional.

Ad. (1), Hukum Nasional mengenai Konirak
Disebut di atas bahwa kontrak internasional
adalah kontrak nasional yang ada unsur asing. Dari
batasan ini fampak peran sentral hukum kontrak
nasional dalam kontrak internasional. Meski
namanya kontrak internasional, rejim kontrak yang
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- meneniukan salah satu! hukum

v 'hukum e :{t@nm yang mc_ngam_

: Chozce Gf Law.
Htﬂ\ul’ﬂ ko"ﬁa a}q m‘zemagmﬁaé demcran iembaaa
pxhhan hukm“ﬂ ini bwmhga umuk memberz
kepastian hukum, yaitu hukum apa yang mengatur
kontrak tersebut. Termasuk pengeriian di dalamnya
acialah meﬂemu\aﬁ sah-tida knya i«'on"mk dan
penafsiran terhadap kontrak serta hukum (negara
mana} vang pengadilan akan terapkan un ml\
ﬂenydesalkaﬁ seno'kcta keonfrrak, '
Hambatan mang&nai sistem huloum kontrak
kita semata-mata adalah karena, perfoma, -aktm
se)arah istem hukum kontrak nasional adaleh
warisan pemerintah (kolonial} Belanda, yaitu
Burgerlijk Wetbook (BW}, khususnya buku ketiga. BW
diberlakulan di tanah air tahun 1847, atau harmapir
dua ratus tahun lalu,
Flambatan utama dalam hukum kontralk
internasional di tanah air acalah kepastian hukum
dalam mengatur kontrak internasional. Dalam

«perjalanan; kontrak-internasional«kemudian -

menimbulkan sengketa di hadapan pengadilan
asing dan ternyata pilihan hukum dalam kontrak
para pihak memitih hukum Indonesia.

Dalam sidang, hambatan penggunaan hukum
nasional Indonesia dalam kontrak adalah masalah
penafsiran dan redaksional pasal-pasal dalam Buku
I BW. Spesifikasinya, teks asi BW tertulis dalam
bahasa Belanda, Kitab BW vang tersebar luas di

'iemﬁauf ff):‘?ﬁa%uk 'ipakah terjemahan terseb_
: suciah mendapau, j’)@ﬂ“&kﬂaﬂ dari pemerintah ata
: Iem“:saga resmi pemﬂrmtah Bahkan hdak }amno‘-i
o mereka) mempez masal ahkan kompetens:i sesema“wj_'
o penasehat hukum da]am penguasaan bahasa__’
S _ "_'Belanda - S
:':_.Lm'_u_ aiau Caw;mnn Law qdﬂah Eembaga j&lnﬁ -
- membolehkan para plb’ik umuk memilih dan-
kontrak suatu'_'-:-'
negara{daripara jplhak atzw faufmum negara lain atay -~
' *s;e“.% km‘aﬁ:mk} Vaﬂs'f

: agalx pami, yerkembangaﬁ hitkum komxak naemnal
ditanahair, Perkembangan hukum koniraks nasional
jarang aiuperddzaatkand 'tmgkaL peme;miah kalan
‘an praktisi dan akademisi. Jarang ‘mrdcngar apakah

ional. Dalam dokumen” "'pem&wmah akan meratifikasi suatu _perjanjian

kont?a:k mmoaoa ml tev ua“fw ciaiam ﬂemm{ Mausul_‘ N

.di.mata pengusaha umumnya masih dipandang .
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s'aktor ?{adzm acia]afh 1ambcﬁmya bahkan ter hhaf-:

internasional di bldang }xonf‘mk misalnya Ks*wm 151
]ua? Be Bal ang Iﬂtsmaszoﬂai gahun 1980 -

“Con *g{:ah lainnysa adalah agak iambdmya upaya_'
pememmah dalam mengantisipasi perkembangan.
huku baru di bidang elekironik termasuk kontrak
elekironik, Di banding negara anggota ASEAR,
misalnya Singapiura, Mahysza, atau Thailand, kita
baru saja memilikd undang-undang di bidang ind,
vaitu Ul tentang 3’,&?@ mast dan Transaksi E;elm onik
pada tahun 2008 ini® ' ' :

Ad, () Budaya Hukum

Budaya hukum kerap meajadi hambatan
dalam pelaksanaan hukum kontrak internasional
di tanah air. Hambatan yang men]adl faktor vang
mempengaruhinya adalah pengusaha di dalam
negeri (termasuk pemerintah) sedikit banyak masih
belum memandang hukum (kontrak) ini sebagai
instrumen hukum penting. Dokumen Kontrak

sekedar formalitas yang memang menjacli salah
satu bagian dari suatu transaksi dagang. Dokumen
kontrak dari dutu hingga sekarang belum dipandang
sebagal ‘Undang-undang’ bagi mereka. la lebih
banya? disimpan di laci meja danpada dipajang di
atas meja.

Baru ketika pelaksanaan kontrak menjadi
bermasalah, para pihak baru sadar bahwa pasal-

tanah air {antara lain terjemahan Prof. Subekii), tidak
menjadi masalah karena sudah diterima umum,
termasuk secara diam-diam oleh pengadilan.
Masalahnya adalah pihak asing, Irzcm;e; asing,
atau pengadilan tuar negeri menghendaki kepastian
bahwa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia atau
pun kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris,
teks terjemahan tersebut adalah tepat dan benar.
Mereka mempertanyakan kebenaran terjemahan
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pasal dalam kontrak meletakkan hak dan kewajiban,
apa vang boleh dan tidak boleh mereka lakuikan,
dan akhirnya bagaimana sengketa tersebut harus
diselesaikan.

Ad. (3) Infrastruktur

Hambatan lainnya dalah infrastrukiuz, baik vang
sifatnya software (SDM) maupun hard-ware (sarana)
di tanah air. Hambatan vang terkait dengan bagian
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ini adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM)
“atau mutu lulusan sarjana hukum, penguasaan
bahasa Inggeris sebagai bahasa hukum (dunia),
peran fakultas hukum di tanahair dalam mendidik
antara lain calon-calon para praktisi. hukum
termasuk corporate Zawuer di tanah aix. '

" Hambatan kesiapan SDM di tanah air adalah
lemahnya penguasaan | hukym kontrak internasional.
- Kelemahan ini kait mengait dengan kualitas peng-

ajaran ilmu - hukam di fakultas hukam, mahalnya
'-.fexf book dan]urnai mternaszonai P

_ Mutu Tulusan sechkrt bemyak bergantuﬂg pacia

standar rekrut calon mahasiswa, standar materi
pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa,
dan 'standar dosen pengajar (hukum kontrak
internasional).

Sudah dimaklumi bahwa standar rekrut calon
mahasiswa di fakultas hukum bergantung pada
masing-masing perguruan tinggi. Tidak ada standar
vang diterima wmnum. Sebagai perbandingan, di
luar negeri misalnya, standar minimum yang lazim
digunakan adalah bahasa Inggeris (sekitar 500 untuk
S1 dan 550 tntuk S2).

Arti penting standar ini terkait dengan standar
yang digariskan dunia usaha atau pengusaha yang
-menggunakan Keahlian mereka. Dalam transaksi
dagang, semakin meningkat transaksi dagang
yang dilakukan, semakin tinggi pula standar yang
disyaratkan pengusaha terhadap lulusan sarjana
hukum '

Hambatan SDM ini pun terkait dengan kurang

-dilibatkannya-sarjana-hukum-dalam:pengambilan

keputusan di tingkat pemerintah. Hal ini terkait erat
cengan masih belum dihargainya peran hukum dan
sarjana hukum dalam transaksi dagang, termasuk
oleh pemerintah sendiri.

Sejak masa pemerintahan orde baru hingga
era reformasi sekarang ini, peran sarjana hukum
dalam kebijakan pemerintah masih dipandang
sebelah mata. Dalam negosiasi harga nenjualan

Hambatan lainnya adalah penguasaaﬁ_'_'_bah'a_,sa
Inggeris hukum. Bahasa Inggris hukum :dari
dulu sampai sekarang menjadi hambatan yano
tampaknya tak pernah putus. Hambatan ini szfaf:nya
sekunder, bukan primer, tetapi dampaknya cukup
luas. Instrumen hukum yang umumnya dlgunakan
dari dulu sampai sekarang ditulis dalam bahasa
Inggris. Sudah lajimlah apabila kemampuan bahasa
Inggeris dikuasai dengan baik. -

Ad, (11} Taningﬁn Penaadzlan Naszonﬂl

Hambatan lain yang terkait dengan 11ukum
kontrak internasional adalah pengadilan nasional.
Hambatan ini berhubungan dengan kepercayaan
dunia bisnis (asing) terhadap penghormatan
kontrak yang diselesaikan di hadapan pencadﬂan
nasional. :

Hambatannya adalah kurang percayanya
kalangan dunia usaha asing terhadap integritas
dan kepastian hukum yang tercermin dari putusan-
putusan pengadilan kita di dalam menyelesaikan
sengketa-sengketa bisnis yang lahir dari kontrak.
Masalahnya juga terkait secara tidak langsung
dengan mutu fulusan sarjana hukum di tanah air
vang kemudian mereka inilah menjabat jabatan
judisial. Pemahaman penegak hukum terhadap
hukum kontrak internasional karenanya perlu terus
ditingkatkan.

D. Penutup

Dari uraian di atas, tampak masih cukup
banyaknya“peketjaan ramah untuk sekedar
meminimalisan hambatan-hambatan tersebut
di atas. Upaya ini tampaknya cukup besar.
Solusi jangka menengah dan panjang terhadap
masalah inl memperbaiki standar pendidikan
ilmu hukum di tanah air, termasuk peningkatan
kapasitas, kemampuan, dan pendidikan tenaga
pengajarnya.

Hambatan vang tampaknva perlu pula

LNG Tangguh, misalnya, tim negosiasi vang terlibat
di dalamnya vaitu #im antar-departemen. Ternyata
peran ahli hukum atau depariemen yang terkait
dengan hukum, tidak ditkutsertakan sebagai tim
inti negosiasi ini. Hal ini sedikit memprihatinkan
karena renegosiasi harga penjualan LNG tidak lain
adalah suatu proses kegiatan yang terkait dengan
hukum yang sudah barang tenfu ferkait dengan
prinsip-prinsip hukum (kontrak) di dalamnya.

diperbaiki adalah perlunya pembuktian diri
dari kalangan penegak hukum sendiri untuk
membuktikan pada dunia usaha (dan pemerintah)
untuk secara benar menegalkan hukum (kontrak
internasional). Hal ini menyangkut perbaikan citra
dari penegak hulum, sarjana hukum, akademisi
hukum, praktisi hukum, dan aparat penegak
hukum judikatif, bahwa mereka semua secara
itikad baik dan benar mau menegalkkan hukum
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